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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 
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TENTANG 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem 

Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 16); 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

www.peraturan.go.id



2017, No.456 -2- 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari 

usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, 

perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. 

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang 

selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian 

kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu 

kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air 

limbah domestik. 

3. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan 

dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan 

prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah 

domestik. 

4. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S 

adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan 

mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang 

selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana 

pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. 

5. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T 

adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan 

mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara 
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kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah 

sebelum dibuang ke badan air permukaaan. 

6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya 

disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah 

yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur 

tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat. 

7. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang 

selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang 

berfungsi untuk mengolah Air Limbah 

Domestik.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 

negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

9. Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPALD yang 

selanjutnya disebut BUMN SPALD adalah badan usaha 

yang dibentuk untuk melakukan kegiatan 

Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Negara. 

10. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang 

selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha 

yang dibentuk untuk melakukan kegiatan 

Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh daerah. 

11. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang 

selanjutnya disebut UPT SPALD adalah unit yang 

dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan 

Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang 

bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis 

operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang 

tertentu dari organisasi induknya. 
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12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang 

selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang 

dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan 

Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk 

melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang 

mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah 

Kabupaten/Kota. 

13. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan 

hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD. 

14. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang 

mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di 

daerah dengan yurisdiksi yang sama. 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat. 

 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan 

pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh 

masyarakat. 

 

Pasal 3 

Tujuan Peraturan Menteri ini untuk: 

a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, 

efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; 

b. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang 

berkualitas; 

c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas 

lingkungan;  

d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air 

Limbah Domestik;  
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e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air 

Limbah Domestik; dan 

f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

SPALD. 

 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:  

a. penyelenggara, jenis dan komponen SPALD; 

b. perencanaan; 

c. konstruksi; 

d. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; 

e. pemanfaatan; 

f. kelembagaan; 

g. pembiayaan dan pendanaan; 

h. retribusi; 

i. kompetensi; 

j. pembinaan; dan  

k. pengawasan. 

 

BAB II 

PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SPALD  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5 

SPALD dapat diselenggarakan oleh: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah; 

c. BUMN SPALD; 

d. BUMD SPALD; 

e. Badan Usaha SPALD; 

f. Kelompok Masyarakat; dan/atau 

g. orang perorangan. 
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